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A.  TUJUAN 

      SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : Mekanisme pemungutan/ 

pemotongan pajak PPN dan PPh Pegawai, Rekanan Pemerintah. 

 

B.  RUANG LINGKUP 

      SOP ini meliputi : 

      1. Tata cara yang diperlukan dalam Prosedur pemungutan PPN dan PPh. 

      2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Prosedur pemungutan PPN dan PPh. 

 

C. DEFINISI 

     Tata cara adalah  

     Pegawai adalah 

 

D. PERINGATAN 

     1. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah harus dipungut PPN dan 

         atau PPh BM, kecuali yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) KMK Nomor: 563/ KMK.03/ 

         2003; 

     2. Pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan kepada Rekanan  

         Pemerintah; 

     3. Pajak yang dipungut harus disetorkan ke bank persepsi atau kantor Pos; 

     4. Dasar pemungutan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan  

         sebagaimana tersebut dalam SPM; 

     5. SSP harus dicantumkan NPWP pihak ketiga; 

     6. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh. 
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          KP/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Jabatan Rektor Universitas Sriwijaya. 

 

F.  PIHAK YANG TERLIBAT 

     1. Bendaharawan 

 

G. KELEMBAGAAN 

     1. Kasubag Anggaran Rutin & Pembangunan (ARP) bertanggungjawab atas terselenggaranya 

         Pemungutan pajak dengan baik dan benar. 

     2. Bendahara bertanggungjawab terhadap kecukupan jumlah gaji pajak yang disetor melalui  

         Bank yang ditunjuk melayanin setoran pajak. 

          

H.  PROSEDUR 

1. SSP yang sesuai dengan nilai pembelian; 

2. Pajak yang telah dihitung; 

3. Pajak hasil pemotongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. BAGAN ALUR PROSEDUR 

PROSEDUR PIHAK 
 

DOKUMEN 
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Bendaharawan Pelaksana Keu  Waktu 

 
Menerima Faktur pajak dari 
rekanan 
 
 

   

 Faktur pajak 

 
Menghitung pajak 
 
 

   
  

 
Memungut pajak 
 
 

   
 Daftar  

 
Penyetoran pajak 
 
 

   
 Bukti setoran 

 
Pelaporan pajak 
 

 

   
  

 

J. LAMPIRAN 

1.  

2.  


